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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara 

yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak 

ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (akuntabel)1. 

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar  di 

seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan  dalam mewujudkan negara yang aman, 

adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham 

negarahukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law). 

kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara 

yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).2 

 Begitu pula menurut Sudargo Gautama, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat 

pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak 

bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh 

hukum. Dengan demikian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila 

tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau pemerintah secara jelas ada dasar 

hukumnya sebagai dasar dari tindakan yang berwajib, penguasa atau pemerintah yang 

bersangkutan.3 

          Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena 

perkawinan menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga menyangkut urusan 

keluarga dan masyrakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya 

diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan 

                                                      
1 Penjelasan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
2 Ketetapan MPR tahun 2014 dan Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 

Sekretariat MPR RI, Cetakan ketigabelas, Jakarata, Hal. 68 
3 Sudargo Gautma, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni.1973.ha; 8 
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merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat , maka negara berhak mengatur 

urusan perkawinan dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum 

perkawinan untuk ketertiban dalam masyarakat, 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan 

keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa 

Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa4. 

          Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor 

Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata 2 disebutkan, bahwa perkawinan secara agama 

harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, 

apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat 

Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdata di 

atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada 

anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan 

perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara 

suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di 

kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia. 

           Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus 

dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan 

dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan 

                                                      
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandu g, Citra 

Umbara, 2007, hal 2. 
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kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang5. 

Kondisi perekonomian dan kurangnya pengetahuan hukum menimbulkan ketentuan di 

atas tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Khusus untuk perkawinan yang tidak dicatatkan 

oleh pegawai pencatat. Atau adanya keinginan dari sang suami yang tidak mau terikat pada 

ketentuan Pasal 27 BW/KUHPerdata juncto Pasal 2 ayat (1) UUPA tentang syarat sahnya 

perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan perkawinan 

  Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material 

telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai 

kekuatan hukum karena tidak memiliki buktibukti perkawinan yang sah menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan 

terbatas, di hadapan Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja 

tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam kondisi tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan tentu saja akan 

menempatkan anak keturunan sebagai anak tidak sah secara materiil maupun formil. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan syarat sah 

perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan 

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak 

memenuhi kedua unsur sebagai mana diaturdalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan 

dianggap tidak sah menurut hukum negara maupun hukum agama6. 

                                                      
5 Viktor M, Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta, Sinar  Grafika, 2022, hal 110. 
6 Pasal 42 Undang Undang No 1 Tahun 1974. 
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Kedudukan anak hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya 

sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan 

ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik7 

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah nomor Nomor 9 Tahun 1975 

Pentingnya tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “pencatatan 

perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinanya menurut Agama Islam, 

dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di maksud dalam undang-undang Nomor 

32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pentingnya pencatatan pernikahan 

itu diperkuat oleh ketentuan dalam 3 Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 5 ayat 1 dan 2 yang 

menyatakan bahwa : (1) agar terjamin keterrtiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap 

perkawinan harus di catat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh 

pegawai pencatat nkahsebagaimana yag diatur di dalam undang-undang, No. 22 Tahun 1946 

jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.  

Perlunya pernikahan di catatkan di KUA karena mendapatkan manfaat bagi 

kelangsungan kehidupanya nanti kelak. Ketika suatu hari ada permaalahan dalam pernikahan 

secara tidak langsung terbantu oleh KUA karena sudah tercatatkan dan mendapatkan buku 

nikah, jika tidak adanya buku nikah dapat mempersulit untuk meyelesaikan masalah yang ada 

5 dalam pernikahan. Oleh karena itu rukun dan sahnya pernikahan itu harus tercatat dalam 

KUA. 

Isbat nikah adalah suatu pengajuan yang di lakukan orang yang sudah nikah tetapi 

belum tecatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakantidak 

mempunyai akta nikah atau buku nikah. Akan tetapi pernikahannya harus sesuai dengan 

syariat islam artinya ada wali dari kedua belah pihak dan juga saksi lalu dengan adanya syarat 

tersebut pengajuan isbat nikah bisa di lakukan di pengadilan agama dan di setujui oleh hakim 

                                                      
7 J Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

2005, Hal 109 
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ketua pengadilan agama guna untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan di lakukan di 

kantor urusan agama setempat8.  

Petugas Kantor Urusan Agama menyarankan untuk memproses pada pasangan yang 

belum mempunyai buku akta nikah, supaya dikemudian hari jika terjadi suatu perselisihan 

tidak ada yang dirugikan. Hak asuh anak maupun masalah nafkah sang istri karena jika tidak 

tercatat ataupun tidak mempunya buku nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi 

oleh Negara. Kantor Urusan Agama memberi solusi masalah itsbat nikah yaitu agar 

dicatatkan dengan cara diajaukan ke Pengadilan Agama, dengan begitu ketika sudah 

diputuskan dari Hakim Ketua Pengadilan Agama maka di bawa ke Kantor Urusan Agama 

dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. Ketika sudah tercatat maka kedua mempelai pelaku 

itsbat nikah berhak mendapatkan buku nikah sebagai bukti yang asli bahwa sudah menjadi 

suami istri yang sah menurut Agama maupun Negara.  

Berkaca dari fenomena yang terdapat dari masyarakat tersebut, dapat digambarkan 

secara jelas dan nyata data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan 

memaparkan sepanjang tahun 2022 telah menerima perkara masuk mengenai pengesahan 

perkawinan itsbat nikah 30 pasangan suami istri. Berdasarkan dari hasil pencatatan kasus 

istbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan atau penetapan itsbat nikah Pengadilan 

Agama Teluk Kuantan yaitu: 

Tabel 1.1 Perkara pencatatan itsbat nikah tahun 2020-2022 

 

  

 

 

 

                                                      
8 Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Semarang, Unisula Pres, hal 37. 

TAHUN JUMLAH KASUS 

2020 13 Pasangan 

2021 10 Pasangan 

2022 15 Pasangan 

JUMLAH 38 Pasangan 
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Pengadilan Agama dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan hukum yang berwenang 

untuk memutuskan suatu perkara hukum mengenai itsbat nikah bagaimana Pengadilan 

Agama Teluk Kuantan dalam memprose suatu perkara itsbat niakah dan sudah menjadi 

kewenangan dari Pengadilan Agama ini untuk memproses itsbah nikah demi satu status 

perkawinan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai aturan serta prosedur 

itsbat nikah dan kendala-kendala yang dilakukan dalam itsbat nikah, oleh sebab itu penuilis 

ingin mengangkat sebuah judul yaitu “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH 

NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Studi Kasus (Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Cerenti) “ 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat kita ambil rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pernikahan siri di 

Kecamatan Cerenti Tahun 2020-2023? 

C.  Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah diatas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji bgaimana kaidah hukum dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.Tujuan 

yang ingin dicapai oleh penelitian ialah : 

1. Mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan 

2. Mengetahui penyebab nikah siri. 

D. Manfaat Penelitian   

 

1. untuk mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama teluk kuantan. 
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2. untuk mengetahuai pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah 

D.  Karangka Teoritik 

1. Teori Negara Hukum  

Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau rechsstaat atau rule of law 

adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-

undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas 

hukum9.  

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.  Istilah lain 

yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan 

untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga 

istilah negara hukum atau rechtsstaat.”. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum 

yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan 

democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtssta 

2. Teori Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di 

Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. 

Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan 

Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. 

Menurut Wahyu Widiana, yang dimaksud dengan KHI adalah sekumpulan materi 

hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok 

materi hukum yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan 

wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup 

yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI ini disusun dengan jalan yang 

sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial yang terjadi di negeri ini 

                                                      
9 Joeniarto, Negara Hukum, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1968, Hal 53. 
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dari masa ke masa10. 

Ditinjau dari teori Autoritas hukum sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb dalam 

bukunya The Modern Trends of Islam dapat dikemukakan bahwa materi KHI2pada 

hakikatnya adalah theliving law dan al-‘dah al-muhakkmah, karena KHI telah mengadopsi 

dan mengimplementasikanhukum dan keadaan yang yang telah ada di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia dalam wujudhukum Islam yang luwes dan terpadu. Dengan telah 

diterimanya hukum Islam yang di antaranya diakomodir dalam KHI maka secara otomatis 

masyarakat telah menerima eksistensi dan semua ketentuan hukum yang terkandung dalam 

KHI. 

Kehadiran KHI merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan 

terbentuknnya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan way of life atau the living law 

dan falsafah tauhid yang dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KHI. Hal itu karena KHI telah 

dipakai sebagai hukum materil dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang 

menjadi kompetensinya. Perspektif ini merupakan authoritative source3(sumber hukum yang 

mempunyai kekuatan menekan) apalagi setelah ia diterapkan sebagai dalil-dalil atau 

argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian ia 

berlaku dan mengikat para pihak yang perperkara di Pengadilan Agama. 

 

3. Teori Hukum Perkawinan  

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubuingan kelamin atau bersetubuh.perkawinan 

berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa menguimpulkan,saling memasukkan, dan 

wathi atau bersetubuh. 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila 

                                                      
10 Widiana Wahyu, Pasang Surut Peradilan AgamaPolitik Indonesia, Malang, 2004. Dies Natalis Unisma, hal 7. 
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dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat 

(2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku11. 

E.  Karangka Konseptual 

 kerangka operasional adalah menjelaskan variabel yang diangkat oleh peneliti 

berdasarkan konsep yang diteliti. digunakan untuk menjelaskan secara panjang dan lebar 

tentang suatu topic yang dibahas,adapun istilah-istilah yang digunakan adalah: 

1. Tinjaun Yuridis: suatu kajian yang mebahas mengenai jenis tindak pidana yang 

terjadi,terpenuhi atau tidaknya unsure-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta 

penerapan sanksi terhandap tindak pelaku pidana. 

2. Itsbat Nikah: pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat 

islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang’ 

3. Pengadilan Agama Teluk Kuantan: pengadilan agama adalah pengadilan tingkat 

pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus,dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. 

4. Undang-undang nomor 16 tahun 2019: undang-undang tentang perkawinan. 

5. KUA CERENTI : Instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di Kecamatan Cerenti 

yang berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan. 

 

F.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian secara umum dapat diartiakan adalah ilmu untuk mempelajari 

tentang metode-metode penelitian atau ilmu tentang alat-alat penelitian. Metodologi 

penelitian adalah rangkaian beberapa jenis metode yang digunakan di dalam melakukan 

sebuah penelitian. 

                                                      
11 Prinsip-prinsip, penanganan oleh badan peradilan umum dan administrasi Peradilan Administrasi Negara, 

Surabaya, Bina Ilmu, 1987. Hal 30. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian dilakukan 

dengan cara pengumpulan data melalui wawancara lansung kepada instansi yang berwenang 

dengan objek penelitian yang penulis lakukan, dan tidak didasrakan pada penelitian 

kepustakaan saja. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 

3. Populasi Dan Sempel 

Populasi dan sampel yang berkaitan dengan judul ini adalah : 

1. Kepala Kantor Urusan Agama   : 1 orang 

2. Pengawas Tk/SD     : 1 orang 

3. Penyuluh       : 3 orang 

Metode yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa responden dalam pengambilan 

sampel berupa metode purposive sampling jumlah sampel mewakili populasi yang ditetapkan 

terlebih dahulu oleh peneliti. 

Tabel 1.2 Populasi Dan Sampel 

Responden Populasi Sampel Presentase 

Kua 1 orang 1 orang 100% 

Penghulu 1 orang 1 orang 100% 

Penyuluh 3 orang 3 orang 100% 

Hakim 1 orang 1 orang 100% 

JUMLAH 6 orang 6 orang 100% 

 

4.Data dan Sumber Data.  

    Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu : 
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a. Data primer 

         Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek 

penelitian wawancara 

b. Data Sekunder 

1. Bahan hukum primer  itu diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat 

mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

judul penelitian terdiri dari :  

        a. Inpers Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

        b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan12 

1. Bahan hukum sekunder  

          Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer 

yang didapat dari buku-buku dan internet. 

2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan 

hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.  

 

5.Alat Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis 

mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden 

b.  Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakuakan dengan cara menelaah 

berbagai buku, catatan, serta seluruh lapaoran yang berkaitan dengan masalah yang 

ingin diteliti 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses inpeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan 

                                                      
12  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan endukung 

pengambilan keputusan. 

7.  Metode penarikan kesimpulan  

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dari hal 

yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Bab I  :  PENDAHULUAN, yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis 

yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang 

tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan 

masalah. Jawaban dari pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif 

dalam ranah teoritik maupun praktek. Selanjutnya penulis menentukan metode 

penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada 

rumusan masalah. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga 

dicantumkan penelitian terdahulu. Kemudian diakhiri dengan sistematika 

pembahasan sebagai peta bahasan penelitian. 

Bab II : TINJAUAN UMUM, yaitu teori dan konsep yang dikaji meliputi pandangan undang-

undang, serta teori peraturan daerah di indonesia, dan buku-buku para akademisi 

hukum, sebagai pendekatan keilmuan yang dijadikan alat untuk pemecahan 

masalah.  

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menyajikan hasil penelitian serta 

menganalisa data penelian sesuai dengan metodologi yang digunakan peneliti.  

Bab IV: PENUTUP, berisikan beberapa kesimpualn dan saran dari hasil penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan 

 

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan 

Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) 

yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga 

untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama 

Islam, masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap 

dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan 

yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status 

perjanjian pinjam pakai. 

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan Pengadilan di 

wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh 

karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan di nanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada 

umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan 

lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang 

dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 
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Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. 

1. Struktur Organisasi 

 Pada umumnya setiap lembaga mempunyai struktur organisasi.Struktur organisasi 

dapat dikatakan sebagai pola penghubung antara komponen-komponen atau bagian dari 

suatu organisasi.Struktur organisasi merupakan suatu susunan pembagian kerja yang 

ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalammenjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan. Berdasarkan susunan organisasi Pengadilan Agama Teluk 

Kuantan  adalah sebagai berikut : 

 

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TELUK KUANTAN 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan 

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi 

Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang 
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sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan 

langkah dalam mencapai cita-cita. 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan 

citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada 

tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan 

peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena 

Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Teluk 

Kuantan merupakaan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwujudnya 

Pengadilan Agama Teluk Kuantan Yang agung”. 

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, 

maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah 

ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Tellu kantan yang merupakan derivasi 

dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Teluk Kuantan juga sejalan 

diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru 

rumusannya sebagai berikut: 

a. Menjaga kemadirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 

b. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan. 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 

3. Tugas dan Fungsi 

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undangundang 
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Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang13 : 

1. Perkawinan. 

2. Waris. 

3. Wasiat 

4. Hibah. 

5. Wakaf. 

6. Zakat. 

7. Infaq. 

8. Shadaqah. 

9. Ekonomi syari’ah. 

 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Teluk Kuantan mempunyai 

fungsi,  antara lain sebagai berikut 14: 

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat pertama (vide : Pasal 49  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). 

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 

pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 

yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang 

Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

                                                      
13 Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undangundang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
14 Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) 
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3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ 

Jurusita Pengganti  di bawah jajarannya agar  peradilan diselenggarakan dengan 

seksama  dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor 

No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan 

serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat 

(1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009). 

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

 

Fungsi lainnya Pengadilan Agama Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas 

hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam 

dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta 

memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan 

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua  Mahkamah 

Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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B. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan. 

 
1. Pengertian perkawinan 

 

Dalam peraturan negara, Undang-Undang perkawinan telah menjelaskan definisi yaitu 

“perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.” Perkawinan sebagai sebuah ritual terkadang dipandang tidak hanya 

sebagai peristiwa sosial sekuler, tetapi juga sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh 

ruh magis dan berdasarkan kepercayaan masing- masing. Wajar bagi orang untuk hidup 

sebagai pasangan. Dari saat pernikahan, ada ikatan internal dan eksternal antara pasangan, 

serta hubungan keluarga antara kerabat kedua belah pihak15.  

Perkawinan menurut islam yaitu perkawinan yaitu akad yang sangat ketat atau 

Mitssaqin Ghalidzan untuk mentaati Allah S.W.T dan memnuhinya adalah ibadah.16 

Kata “mitsaqan ghalidzon” merupakan penjelasan dari ungkapan“ikatan lahir dan batin” 

yang terdapat pada susunan kata undang- undang tersebut, menandakan bahwa perkawinan 

bukan hanya sekedar kesepakatan pada susunan kata undang-undang, tetapi mengandung 

arti bahwa perkawinan tidak hanya perjanjian, tetapi ungkapan ketaatan dan pemenuhan 

perintah Allah yang melambangkan ibadah, yang merupakan penjelasan dari ungkapan 

"ketuhanan yang maha esa"di dalam UU. Hal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi umat 

Islam perkawinan adalah perbuatan agama dan mereka yang melakukannya karenanya 

beribadah17. 

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa 

                                                      
15 Istiqomah,, Tinjauan Yuridis pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama, Jurisprudensi, 

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2017,  
16 Kompilkasi Hukum Islam dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 

1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
17 Zaeni Asyhadie, Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia, Depok, Rajawali Press, 2020, hal 35. 
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berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; untuk berhubungan seks atau berhubungan 

badan. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah”, yang dalam 

bahasa berarti “bertemu”, “mengikat” dan berarti hubungan seksual (wathi). Kata "nikah" 

sendiri sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan dan akad nikah. Beberapa 

pendapat ulama Hanafiah: “Perkawinan adalah akad yang bermanfaat (menimbulkan) 

adanya kenikmatan yang disadari atau disengaja, terutama kenikmatan biologis. Sedangkan 

menurut sebagian pendapat mazhab Maliki, nikah adalah sebutan (ungkapan). atau 

kepemilikan kontrak yang dibuat untuk kesenangan pribadi (seksual)18. 

Menurut ulama, Muta'akhiri mendefinisikan nikah sebagai akad yang 

memberikan keuntungan hukum dalam menjalin hubungan keluarga 

 

Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, 

perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri secara kebetulan. 

Pemutusan karena alasan selain penyebab kematian, karena perceraian seumur hidup adalah 

pilihan terakhir ketika tidak ada jalan lain yang memungkinkan. Tujuan perkawinan yang lain 

adalah perintah Allah untuk memelihara keturunan yang sah dalam masyarakat melalui 

pembentukan keluarga yang rukun dan tertib. Meski dalam praktiknya dianggap tidak 

simpatik, namun tidak adanya keturunan biasanya biasanya di jadika alasan perceraian 

                                                      
18 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencana, 2019. 



 
 

 

 

2. Sahnya Perkawinan. 

 

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2019  19yaitu “menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Menyatakan bahwa menurut UUD 1945 

perkawinan sesuai dengan hukum setiap agama dan kepercayaan. Hukum Setiap Agama 

dan Keyakinan berarti ketentuan hukum yang berlaku untuk agama atau kelompok agama, 

kecuali bertentangan dengan ketentuan lain dalam undang-undang. 

Dari bunyi ayat 1 Pasal 2 dan pernyataan bahwa perkawinan itu harus dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan itu 

dinyatakan tidak sah. Menurut Hukum Perkawinan dalam Islam yang sekarang menjadi 

pedoman sahnya perkawinan, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan 

berdasarkan hukum agama Islam. Dalam konteks ini, Islam mengenal perbedaan syarat dan 

rukun. Rukun nikah termasuk dalam hakekat pernikahan seperti suami, istri, wali, aqad 

nikah dll. Semua ini adalah bagian dari esensi pernikahan. Perkawinan tidak terjadi jika 

tidak ada laki- laki atau perempuan, misalnya syarat-syarat adalah sesuatu yang harus ada 

dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan hakekat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat 

perwalian harus laki-laki, baliq, berakal dll. 

Rukun Nikah harus dipenuhi sebab jika tidak maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan. 

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Inpres 

                                                      
19 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019 



 
 

 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam20, bahwa untuk melaksanakan 

perkawinan harus ada: 

1. Calon suami 

2. Calon isteri 

3. Wali nikah 

4. Dua orang saksi 

5. Ijab dan qobul 

 

Dan untuk memperoleh kepastian hukum/pengakuan negara bahwa perkawinan-

perkawinan itu mengikat secara hukum dan juga dicatatkan dalam buku nikah. Seperti yang 

tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 

1974 Setiap orang yang menikah tidak mendapat akta nikah dan tidak tercatat dalam buku 

nikah. Dan sekarang, orang yang menikah harus memiliki akta nikah, yang berfungsi 

sebagai bukti bahwa mereka menikah secara sah. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 2 - Pasal 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, 

adapun penjelasannya yaitu: 

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut 

agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

b. Pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan non muslim dilakukan oleh 

pegawai pencatat perkawinan yang disebutkan dalam berbagai undang-undang 

                                                      
20  



 
 

 

pencatatan perkawinan 

c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara 

pencatatan perkawinan berdasrkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan 

perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 9 

Peraturan Pemerintah ini. 

2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

a. Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada 

pegawai pencatat tempat perkawinan yang dikehendakinya itu dilangsungkan. 

b. Pemberitahuan tersebut dalam Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)          

hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 

c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam Ayat 

(1)  disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati 

Kepala daerah. 

3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemberitahuan dilakukan secara    

secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. 

4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemberitahuan itu akan 

menyebutkan nama calon mempelai pria, umur, agama/keagamaan, pekerjaan dan tempat 

tinggal. Jika salah satu atau keduanya menikah, nama istri atau suami sebelumnya 

juga diberikan. 

5. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

1) Pencatat yang menerima akta nikah memeriksa apakah syarat- syarat perkawinan telah 

terpenuhi dan apakah ada hambatan hukum perkawinan. 

2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat 

meneliti pula : 



 
 

 

a. Kutipan dari akta kelahiran atau akta kelahiran calon pasangan. Jika tidak ada akte 

kelahiran, dapat digunakan surat keterangan atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh kepala 

desa, yang dapat diketahui umur dan asal pasangan suami istri tersebut. 

b. Informasi tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai 

wanita. 

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2). (3), (4) dan (5) 

Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau adalah seorang suami yang 

masih mempunyai Undang-Undang. 

d. Izin Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon 

mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri. 

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebsagai dimaksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang. 

f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan 

perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. 

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah 

seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata. 

h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila 

salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu 

alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. 

6. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

a) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah 

daftar yang diperuntukkan untuk itu. 

b) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud 

Undang-Undang dan belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai 



 
 

 

atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. 

7. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah terpenuhi dan tidak ada 

halangan perkawinan, maka panitera mengumumkan niat kawin itu dengan 

menambahkan surat pemberitahuan itu dalam bentuk yang telah diperjanjikan di kantor 

catatan sipil. disimpan di tempat yang telah ditentukan dan dapat dibaca oleh umum. 

8. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

a)  Pemberitahuan tersebut akan ditandatangani oleh panitera dan mencantumkan nama 

calon mempelai laki-laki, umur, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal, serta 

orang tua calon mempelai laki-laki, jika salah satu atau keduanya telah menikah, 

disebutkan nama istri dan/atau suami mereka sebelumnya. 

Tanggal, waktu dan tempat upacara perkawinan. Akta nikah yang ditandatangani oleh kedua 

mempelai kemudian juga ditandatangani oleh kedua saksi dan panitera, dan dalam hal 

orang yang menikah menurut agama Islam, juga ditandatangani oleh wali nikah atau 

wakilnya. Perkawinan tercatat secara resmi pada saat akta nikah ditandatangani. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut undang-

undang adalah perkawinan yang harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-Undang 

Hukum Islam, dan perkawinan itu nantinya juga harus memenuhi rukun dan rukun 

perkawinan menurut syariat hukum islam. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, dapat 

diasumsikan bahwa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Paal 4 Kompilasi Hukum Islam 

dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan untuk menjamin kepastian 

hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan sebagai bukti lahirnya perkawinan itu, yaitu 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974. 



 
 

 

3. Penghalang Perkawinan 

 

Selain syarat perkawinan tersebut ada juga halangan perkawinan yang sudah dituangkan 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikutip dalam buku Istiqamah, 

tentang larangan perkawinan yaitu21 

a. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,tentang larangan perkawinan 

ditetapkan sebagai berikut: perkawinan dilarang antara (dua) orang yang: 

1. berhubungan darah, lurus ke bawah atau ke atas. 

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara 

kandung, antara seseorang dengan saudara kandung orang tuanya, dan antara seseorang 

dengan kakek dan neneknya. 

3. Berkaitan dengan hubungan, yaitu menantu, mertua, anak dan ibu atau ayah tiri. 

4. Menyusui, yaitu. orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, dan bibi/paman yang 

menyusui. 

5. Hubungan keluarga dengan istri atau sebagai tante atau keponakan dari istri jika laki-

laki beristri lebih dari satu. 6) hubungan yang dilarang oleh agama atau aturan lain 

yang berlaku dalam perkawinan. 

 

b. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan apabila masih 

mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain tidak bisa menikah lagi, kecuali 

yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 

tentang Peluang Poligami dengan persyaratan ketat. 

c. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, menjelaskan: Jika pasangan 

yang bercerai menikah lagi dengan pasangan (berbeda) dan telah bercerai untuk kedua 

                                                      
21 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 



 
 

 

kalinya, mereka tidak boleh menikah lagi selama hukum agama dan kepercayaan mereka, 

yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, tidak menentukan apa-apa lagi. 

d. Perempuan yang telah menikah berlaku masa iddah (Masa Tunggu) tertentu, yang 

dituangkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1979, apabila: 

1. Perkawinan putus karena kematian =130 hari. 

 

2. Perkawinan putus 20 karena cerai: 

 

a) Bagi wanita masih haid=3 x suci 

 

b) Bagi wanita sudah tidak haid=90 hari. 

 

Dari berbagai halangan hukum untuk menikah, setiap pernikahan harus dilakukan 

sesuai dengan aturan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan 

pernikahan. Isi pasal tersebut memberikan penjelasan yang jelas tentang hambatan 

perkawinan. 

 

 

B. Pencatatan Perkawinan 

 

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

 

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh 

Pencatat Nikah yang berkantor di KUA di wilayah kedua calon pengantin yang muslim dan 

di kantor catatan sipil untuk non muslim22. 

Sesuai dengan dinamika perubahan waktu, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran 

dari budaya lisan ke tulisan merupakan ciri masyarakat modern karena surat digunakan 

sebagai alat bukti otentik. Saksi yang masih hidup dibebaskan dengan jaminan bukan hanya 

karena kematian dapat membuat mereka menghilang, tetapi juga karena mereka cenderung 

                                                      
22 Saifudin Afief, Notaris Syariah dalam praktik jilis ke 1 Hukum Keluarga Islam, jakarta Darunnajah 

Publishing, 2011, hal 137 



 
 

 

lupa dan melakukan kesalahan. Atas dasar itu, orang yang dipanggil untuk bertindak 

mensyaratkan perbuatan itu sebagai alat bukti yang tetap. 

Pencatatan perkawinan merupakan penyelenggaraan untuk memelihara ketertiban dan 

kesejahteraan umum. Pendaftaran adalah pencatatan perkawinan dalam buku akta 

perkawinan bagi masing- masing suami istri. Surat Keterangan Nikah adalah surat 

keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Perkawinan, Perceraian atau Pemukiman. Dan 

juga di kantor catatan sipil sesuai dengan undang- undang yang berlaku tentang pencatatan 

perkawinan. 

Pencatatan itu tidak menyatakan sahnya perkawinan itu, tetapi menunjukkan bahwa 

peristiwa perkawinan itu ada dan berlangsung, sehingga bersifat administratif semata. 

Sementara itu tentang keabsahan perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dengan jelas menyatakan 

bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum-hukum agama dan kepercayaan 

tertentu.  Satu-satunya sumber legislasi dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum 

masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan ini mengatur syarat-syarat sahnya 

perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan. Undang-undang perkawinan ini tidak 

melarang subsistem hukum yang ada (hukum adat dan hukum agama) dalam masyarakat, 

sehingga proses perkawinan selanjutnya dilakukan atas dasar hukum adat atau hukum 

agama23.  

Legalitas suatu perkawinan dari sudut pandang hukum perdata ada ketika perkawinan 

itu dicatatkan pada pejabat administrasi negara. Namun, dari sudut pandang agama, 

perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi persyaratan resmi, bukan untuk menentukan 

apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan. valid atau tidak. Perkawinan yang belum 

dicatatkan disebut “kawin sirri” dan batal demi hukum meskipun suami istri telah mengikuti 

                                                      
23 Zaeni Asyadie, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia, . 



 
 

 

tata cara perkawinan yang diatur dalam norma agama.  

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan 

 

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu tatanan perkawinan 

sosial. Ini adalah ikhtiar yang diatur secara hukum, terutama dalam kehidupan rumah tangga 

perempuan. Jika perkawinan dicatatkan, masing-masing dapat mengambil tindakan hukum 

jika timbul perselisihan di antara suami-istri mengenai pembelaan atau pemenuhan hak-

haknya. Karena dengan perbuatan tersebut suami istri mempunyai bukti-bukti yang 

menguatkan24. 

Manfaat pendaftaran pernikahan meliputi: 

 

a. Adanya bukti autentik terhadap perkawinan. 

b. Mendapatkan kepastian hukum yang akan membantu terciptanya keluarga yang terdiri 

dari Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dengan keuntungan bagi kedua belah pihak 

suami istri25. 

Hukum perkawinan bukan hanya hukum perdata. Kewajiban mencatatkan perkawinan di 

burjelijkestand sebagai salah satu unit kekuasaan ketatanegaraan menunjukkan bahwa 

perkawinan juga diatur (termasuk) dalam hukum tata usaha negara. Sedangkan menurut 

agama Islam, tidak hanya pejabat pemerintah (Pegawai Kanyor Urusan Agama) saja yang 

terdaftar. Selain undang-undang tata usaha negara, UU Perkawinan juga memuat peradilan 

pidana, misalnya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 61, PP 

Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 45. Dengan demikian, hukum perkawinan adalah sekaligus 

hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana26  

Sejak berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mewajibkan adanya 

                                                      
24 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, PT Grafindo,Jakarta, 2003,  
25 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, kencana, 2017, hal 58 
26 Jamal Jamil, Subtansi hukum materill perkawinan di lingkungan peradilan agama, Jurnal Al-Qadau, 2015. 



 
 

 

pencatatan perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat (2) Jadi, perkawinan didaftarkan untuk setiap 

perkawinan setelah tahun 1974. Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) 

agar terjalin ketertiban akad nikah bagi masyarakat muslim, maka setiap pernikahan harus 

dicatatkan. Dan Pasal 5 Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilaksanakan 

oleh petugas pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU 

No. 32 Tahun 1954. Kemudian Pasal 6 KHI juga menyebutkan tentang perlunya 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ketika pernikahan dilangsungkan 

 

 

Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan 

perkawinan pada Ayat (1), (2), dan (3), yaitu pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, 

seperti misalnya UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak, Rujuk. Pencatatan 

perkawinan bagi orang yang memeluk agama selain Islam karena agama dan 

kepercayaannya diatur oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan berbagai undang-

undang pencatatan perkawinan. Tanpa membatasi penerapan ketentuan-ketentuan yang 

secara khusus berlaku bagi proses perkawinan, harus dilakukan dengan cara yang ditentukan 

dalam Pasal 9 Peraturan Pemenerintah Nomor 9 Tahun 197527 

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak bersifat wajib, pencatatan 

perkawinan hanya merupakan urusan administrasi negara tetapi bukan merupakan suatu 

kategori perkawinan yang sah atau tidak sah. Jika pernikahan tersebut tidak didaftarkan, 

maka sering disebut sebagai pernikahan siri. Mencermati masalah ini dari segi manfaat 

pencatatan perkawinan menjadi penting dan perlu karena dalam melangsungkan perkawinan 

tidak hanya diperhatikan aspek hukum fikihnya, tetapi juga aspek keperdataannya. 

                                                      
27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 



 
 

 

Dengan demikian, akta nikah adalah satu-satunya hal yang dapat berfungsi sebagai bukti sah 

pernikahan bagi siapa pun 

. 

C. Tinjauan Umum Isbat Nikah 

 

1. Pengertian Itsbat Nikah 

 

Menurut bahasa, itsbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu itsbat yang merupakan masdar 

atau atsbata yang berarti melakukan, dan menikah yang berasal dari nakaha yang berarti 

menikah. . Oleh karena itu kata itsbat nikah berarti “penetapan pernikahan”. 24 Dari sudut 

pandang fikih, nikah secara harfiah berarti persetubuhan atau percampuran. Para ulama fiqh 

berbeda pendapat tentang pengertian nikah, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa 

para ahli fiqh menganggap nikah berarti akad nikah yang dilakukan Syara agar suami 

memanfaatkan dan memperlakukan kehormatan Wanitanya dan pasangannya dapat 

menjamu seluruh raga. 25 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengesahan perkawinan adalah penetapan 

kebenaran (sahnya perkawinan). Pada dasarnya, "Itsbat Nikah" adalah tentang pengeshan 

pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama Islam. namun tidak tercatat oleh KUA 

atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). 

 

 

Jadi, bisa dipahami bahwa Itsbat Nikah yaitu penetapan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri, dibuat menurut aturan agama Islam dan 

memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun perkawinan tersebut terjadi lebih awal dan 

tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor 

Urusan Agama) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). . 



 

 

Dalam komptensi Absolut dalam kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis 

perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengdilan, dalam perbedaannya dengan jenis 

perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Pengadilan agama berkuasa 

atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain 

islam menjadi kekuasaan peradilan umum28. 

Perkawinan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah perkara voluntair. Kata 

voluntair adalah kasus dimana hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada lawan dan tidak 

ada sengketa. Oleh karena itu kami tidak berbicara tentang suatu kasus, karena suatu kasus 

mengandaikan adanya pihak lawan dan objek yang bersengketa. Karena bukan itu 

masalahnya, pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan. Namun demikian, 

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa 

Pengadilan berwenang memutus hal-hal yang tidak dipersengketakan, asalkan undang-

undang memuat ketentuan dan sebutan yang tepat29 

                                                      
28 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta, hal 27. 
29 Op.cit. hal 66. 



 

 

 

2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah 

 

Adapun syarat-syarat itsbat nikah tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik 

maupun modern. Namun, syarat-syarat pernikahan itsbat bisa menyerupai pernikahan. Hal 

ini karena itsbat nikah (pemutusan perkawinan) pada dasarnya adalah pernyataan nikah yang 

dibuat menurut ketentuan hukum Islam.   Perkawinan ini sah menurut syarat dan rukun 

perkawinan, namun perkawinan ini tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu 

pegawai catatan sipil (PPN). Untuk mendapatkan putusan (surat nikah), terlebih dahulu 

harus mengirimkan surat permohonan nikah ke pengadilan agama. 

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah 

 

Bagi umat Islam, pengadilan agama merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan 

syariat Islam. Bahan matrimonial pengadilan agama menjadi bahan pelaksana hukum Islam 

itu sendiri, oleh karena itu tidak mungkin putusan pengadilan agama tanpa mengacu pada 

hukum yang dianut oleh negara. 28 

Di dalam UU tentang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan lahirnya UU No. 3 

Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang tersebut diatur tentang 

pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 

Tahun 1989 diatas berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutuskan, dan menyelesaikan masalah ditingkat pertama antara orang-orang beragama 

Islam di bidang: (a) Perkawinan, Perkawinan adalah hal- hal yang diatur dengan undang-

undang atau berdasarkan perkawinan yang sah yang dilangsungkan menurut hukum syariah, 

antara lain: Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 7 Tahun 

1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Maka dari itu landasan 

itsbat nikah yaitu berdasarkan ketentuan yang ada pada UU No. 3 Tahun 2006 : Perkara 



 

 

permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni. Perkawinan yang dapat 

diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. “Itsbat” artinya menetapkan adanya 

perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 tetapi tidak dicatatkan 

diberi “kebebasan” oleh negara untuk mencatatkan perkawinannya, melalui pengajuan senbat 

perkawinan di pengadilan Agama. 

kewenangan pengadilan agama berkembang dan meluas. Jika pernikahan tidak dapat 

dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan dapat diajukan. Pasal 7 KHI merumuskan 

mengenai perkawinan yang bisa di itsbatkan yaitu: 

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. 

2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan itsbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama. 

3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal 

yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perka winandalam rangka penyelesaian perceraian. 

b. Hilangnya akta nikah. 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 

menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

a. Membuat surat permohonan. 

 

b. Surat permohonan atau dengan meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan 

Hukum) yang ada di pengadilan secara cuma-cuma, di lanjutkan dengan hal hal 



 

 

antara lain: 

1. Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah. 

2. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat keterangan dari KUA 

bahwa perkawinan belum dicatatkan. 

3. Pembayaran biaya perkara.Barang-barang tersebut dimasukkan dalam buku 

catatan pegawai. 

4. Lanjutan sidang/permohonan setelah didaftarkan oleh ketua pengadilan agama 

dengan menyebutkan nomor berkas, tanggal dan penetapan tanggal sidang, 

5. Pengangkatan ketua pengadilan agama oleh badan peradilan. 

 

c. Menghadiri Persidangan. 

 

Menghadiri persidangan berarti hadir di pengadilan pada tanggal dan waktu yang 

ditentukan dalam panggilan pengadilan. 

d. Putusan/Penetapan Pengadilan. 

 

Dalam pemeriksaan itsbat nikah, akan mengeluarkan putusan 

 

/penetapan sebagai berikut: 

 

1) Jika permohonan itu dikabulkan, pengadilan mengeluarkan putusan/penetapa 

itsbat nikah. 

2) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil dalam waktu 14 hari sejak 

sidang terakhir. 

3) Salinan surat keputusan/penetapa akta nikah dapat dibawa sendiri ke kantor atau 

diwakilkan oleh orang lain dengan surat kuasa. 

4) Setelah menerima salinan putusan/penetapa pengadilan tersebut, Anda dapat 

mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke KUA setempat dengan 

memberikan salinan putusan/keputusan pengadilan tersebut. 

 



 

 

4.  Akibat Hukum Itsbat Nikah. 

 

Menghadirkan itsbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, oleh karena itu 

peristiwa hukum itsbat nikah mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa perkawinan 

tersebut, terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:  

a. Status Perkawinan 

 

Perkawinan yang dahulu hanya sah menurut hukum agama dan di mana suatu 

perjanjian perkawinan ada atau berlangsung, tidak hanya sah menurut hukum agama, 

tetapi juga menurut hukum negara dalam arti segala akibat matrimonial. menjadi sah 

dan dicatatkan menurut hukum negara. 

b. Status anak 

 

Perkawinan yang diakhiri di sana menimbulkan kepastian hukum tentang kedudukan 

anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu. Dalam hal ini kepastian hukum mengenai 

status hukum anak dihasilkan dari peraturan-peraturan sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: 

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah”. 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: 

“Anak Sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah”. 

3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’’. 

4) Pasal 2 ayat (2), yaitu: „Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim 

dan dilahirkan oleh istri tersebut. 



 

 

Jadi dengan pengajuan itsbat nikah dapat 'mengsahkan' anak tersebut sehingga akta 

kelahiran dapat diterbitkan dan Anda kemudian dapat menjalin hubungan hukum dengan 

orang tua anak tersebut. Selain itu dapat menjamin hak-hak istri, suami dan anak- anak 

mereka, karena hak-hak tersebut dapat diwujudkan atau diklaim dengan suatu perbuatan 

nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK 

KUANTAN 

Pengadilan agama yang salah satu kompetensi /wewenangnya adalah mengenai 

perkawinan, salah satu hal yang berkaitan dengan perkawinan adalah itsbat nikah 

kewenangan pengadilan agama berkembang dan meluas.  

Jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan dapat diajukan. 

Penyebab tidak tercatatnya pernikahan ini di sebabkan oleh berbagai faktor . dalam Pasal 7 

Kompilasi Hukum Islam merumuskan mengenai perkawinan yang bisa di itsbatkan yaitu30: 

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. 

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan itsbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama. 

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal 

yang berkenaan dengan: 

A. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian  perceraian. 

B. Hilangnya akta nikah. 

C. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 

D. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

E. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 

menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

                                                      
30 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. 



 

 

Pada masyarakat cerenti yang mengajaukan itsbat nikah ke pengadilan agama di 

sebabkan oleh pernikahan siri dengan adat di kampung yang dilakukan secara agama islam 

dengan di nikahkan oleh penghulu dengan izin oleh wali nikah dan keluarga mempelai nikah 

siri. 

Dalam pengajuan permohonan itsbat nikah yang di lakukan masyarakat, prosedur 

pertama, pemohon itsbat nikah, membuat surat permohonan ke pengadilan agama teluk 

kuantan dengan  melampirkan beberapa berkas, diantaranya 31: 

1. Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah, yang berisi dasar permohonan dan 

kronologis pelaksanaan itsbat nikah. 

2. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat dari KUA cerenti 

belum adanya pencatatan pernikahan 

3. Pembayaran biaya perkara.Barang-barang tersebut dimasukkan dalam buku catatan 

pegawai. 

Setelah memasuka kan permohonan itsbat nikah dengan syarat-syarat yang di penuhi 

oleh pemohon,kemudian membayar panjar biaya perkara. Jika pemohon tidak mampu maka 

akan pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mendapat pelayanan hukum secara 

prodeo atau gratis/Cuma-Cuma, melalui program dari pengadil agama teluk kuantan atau dari 

pos bantuan hukum di pengadilan agama teluk kuantan. 

Jika pemohon mengajukan permohonan pelayanan hukum gratis juga dapat 

memaksimal kan program sidang keliling yang di lakukan pengadilan agama teluk kuantan, 

berdasarkan perkara yang masuk dan melihat lokasi, sebagai contoh terkadang pengadilan 

agama teluk kuantan mengadakan sidang keliling ke koto baru (kecamatan singingi) dan 

lubuk jambi (kecamatan Kuantan Mudik) bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan 

permasalahan hukum hukum, termasuk pengajuan itsbat nikah. 

                                                      
31 Wawancara dengan Iskandar, Paniter Pengadilan Agama Teluk Kuantan.  



 

 

 Setelah melakukan pembayaran panjar/ biaya perkara maka pemohonan menunggu 

untuk panggilan akan di laksakan penetapan sidang. Penetapan tanggal/hari dan waktu sidang 

merupakan kewenangan dari ketua pengadilan agama teluk kuantan.  

Setelah penetapan tanggal/hari sidang maka pemohon akan di hubungi oleh pihak 

pemohonan untuk menghadiri sidang baik melalui juru sita maupun sarana komunikasi 

lainnya. 

Dalam pelaksaan sidang pertama majelis hakim pengadilan agama akan memeriksa 

identitas pemohon itsbat nikah seperti KTP,KK atau identitas lainnya. Salah satu yang harus 

di perhatikan oleh majelis hakim terkait dokumen identas para pemohon, karena itsbat nikah 

merupakan prosedur untuk yang pernikahan nya tidak tercatat dan tidak terikat pernikahan 

dengan orang lain atau berpoligami. 

Pada sidang pertama majelis hakim terkadang langsung masuk ke isi permohonan 

itsbat nikah, jika identitas para pihak tidak di temukan permasalahan atau kejangalan, atau 

jika identitas telah di periksa majelis akan menunda sidang untuk satu atau dua minggu ke 

depan untuk memeriksa permohonan oleh pemohon itsbat nikah32. 

Pada pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang di ajukan oleh pemohon, apakah 

pada sidang pertama atau kedua. Majelis memeriksa apakah sudah tepat isi permohonan di 

tepat dan di lanjutkan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan permohonan dan 

pembuktian yang di minta majelis hakim terkait pernikahan siri yang akan di lakukan itsbat 

nikah. 

Pemeriksaan bukti atau tahap pembuktian ini, majelis hakim akan memeriksan 

dokumen yang di leges/foto copy yang dicocokan dengan yang aslinya, serta pemeriksaan 

saksi-saksi yang terkait pernikah siri yang akan di ajukan itbat nikah.  

Saksi-saksi yang di hadirkan merupakan pihak-pihak yang terlibat atau menyaksikan 

                                                      
32 Ibid, wawancara dengan Iskandar, Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 



 

 

pernikahan siri.  Saksi-saksi ini adalah penghulu atau orang yang menikahkan, wali nikah, 

saksi nikah atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan. Saksi-saksi ini sebelum 

memberikan kesaksian nya majelis hakim akan meminta kesedian nya untuk di sumpah33. 

Jika keterangan saksi kurang meyakinkan hakim sebagai saksi, maka majelis akan 

meminta pemohon untk mengajukan saksi yang baru. Jika keterangan saksi telah meyakinkan 

hakim. Maka majelis akan memutuskan terkait permohonan itsbat nikah, apakah di kabulkan 

atau di tolak. 

Jika permohonan itsbat nikah di kabulkan maka majelis hakim akan mengeluarkan 

putusan atau penetapan terkait dikabulkan nya pengajuan itsbat nikah. Setelah di kabulkan 

nya permohonan itsbat nikah, maka pemohon menunggu selama 14 hari untuk mengambil 

salinan akte penetapan permohonan itsabat nikah yang di kabulkan. 

Pengambilan salinan penetapan itsbat nikah dapat di ambil oleh pemohon atau di 

wakilkan oleh kuasanya dengan di buktikan dengan surat kuasa. Setelah memperoleh akte 

penetapan itsbat nikah, pemohon kemudian mengajukan permohonaan pencatatan pernikah ke 

Kantor Urusan Agama dengan membawa akte penetapan itsbat nikah.

                                                      
33 Ibid, wawancara dengan Iskandar, Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 
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B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN JUMLAH 

PERNIKAHAN SIRIH DI KECAMATAN CERENTI TAHUN 2020-2023. 

1. Ekonomi  

Dalam penelitian penulis dengan cara wawancara, penulis memperoleh data tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan/nikah siri 

bahwa perkawinan di bawah tangan/nikah siri disebabkan oleh ketidakmampuan untuk 

membayar biaya pencatatan. Dalam wawancara  diperoleh data bahwa yang harus 

dikeluarkan untuk pendaftaran atau pencatatan nikah ada dua yaitu :34  

a.  Biaya pecatatan/ administrasi pernikahan. Biaya pencatatan/administrasi 

pernikahan, yaitu berkisar dari Rp. 300.000-,untuk setiap pasangan calon suami 

isteri jika menikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti,  

b. Biaya pencatatan nikah oleh pegawai pencatatan nikah pun bervariasi untuk setiap 

Pegawai Pencatat Nikah yaitu berkisar dari Rp. 100.000- ,sampai dengan 

Rp.200.000-, Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk biaya fas fhoto, 

transportasi, dan biaya-biaya lain total biaya dalam mengurus pencatatan nikah 

mencapai Rp. 750.000-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Olehnya bagi 

masyarakat yang tidak mampu, kekurangan atau ketiadaan biaya pencatatan 

menjadi sebab perkawinan yang dilaksanakan tidak mendaftarkan lebih dahulu 

kekantor desa dan ke Kantor Urusan Agama. Fenomena pernikahan di bawah 

tangan/Nikah siri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan 

saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat 

menengah keatas. Perkawinan tidak tercatat atau sering pula di sebut dengan 

                                                      
34 Wawancara dengan Petra dan Yudi yang melakukan nikah siri, 
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perkawinan di bawah tangan/kawin siri yaitu perkawinan yang dilaksanakan tidak 

di hadapan petugas/pegawai pencatat nikah. 

c. Pada saat ini nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikah gratis 

akan tetapi ada juga biaya yang berkaitan dengan biaya yang berkaitan dengan 

mempelai yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama. 

d. Faktor mengadakan acara/hajatan yang memerlukan biaya yang tidak semua orang 

mampu. 

2. Pendidikan 

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya 

nikah sirih, dengan pendidikan yang rendah  maka pengetahuan akan aturan atau 

kebijkan terkait itsbat nikah. Implikasi nya yang lebih jauhnya susah nya cari 

pekerjaan. Yang melakukan pernikahan siri rata rata tingkat pendidikan nya adalah 

SD atau SMP   

3. Faktor Poligami. 

sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan 

seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat 

poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus 

mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat 

memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan 

tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami 

melakukan nikah secara diamdiam atau nikah sirri35.  

4. Hamil di luar nikah. 

Adanya pasangan yang khususnya muda mudi telah melakukan hubungan suami istri 

sebelum nikah dan pihak perempuan hamil, hal ini menjadi aib bagi keluarga dan 

                                                      
35 Wawancara dengan penghulu bapak Mardianto,S.Pd 
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pasangang tersebut, maka untuk menutup hal tersebur maka pasangan tersebut 

melakukan nikah siri36. Kehamilan di luar nikah ini d sebabkan oleh pengaruh dari 

kemajuan teknologi serta kurangnya ilmu agama dan sudah mulai luntur nya adat 

budaya pada anak muda saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Wawancara dengan penyuluh perwira jaya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. KESIMPULAN 

a. Pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama teluk kuantan di lakukan dengan 

mengajukan permohonan, kemudian sidang untuk memeriksa permohonan dan 

pembuktian yang akan jika di putuskan oleh majelis hakim untuk penetapan 

permohonan itsbat nikah. 

b. Faktor terjadinya nikah siri yang terjadi pada masyarakat adalah faktor ekonomi, 

pendidikan, poligami dan hamil di luar nikah. 

2. SARAN 

b. Lebih di sosialisaikan terkait isbat nikah ke masyakarat, khususnya masyarakat 

pedesaan dan yang tingkat pendidikan dan ekonominya rendah. 

c. Semoga skripsi ini dapat sebagai sarana informasi terkait isbat nikah 
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DAFTAR WAWANCARA 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan? 

2. Faktor- faktor penyebab pernikahan siri? 

3. Apa yang di maksud dengan itsbat nikah? 
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